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Sungguh sebuah kebahagiaan dan rasa syukur yang mendalam bagi editor 

karena dapat berkontribusi menyelesaikan buku yang berjudul Industri Radar 

Indonesia Mendunia. 

Indonesia merupakan negara yang memiliki wilayah strategis perlu 

mempersiapkan segala strategi, sumber daya nasional dan upaya-upaya 

dalam menghadapi ancaman di wilayah maritim tersebut yang menjadi 

respons atas Perkembangan Lingkungan Strategis di kawasan Indo-Pasifik, 

Samudera Hindia dan sekitarnya yang menjadi isyarat akan rawannya 

ancaman di kawasan maritim dan perlu mempersiapkan pertahanan maritim 

yang kuat untuk mewujudkan Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia. 

Sepanjang tahun 2017 - 2019 masih terdapat banyak kasus pelanggaran 

wilayah udara nasional yang berpotensi mengancam kedaulatan Negara 

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Terekam sebanyak 19 kasus pelanggaran 

wilayah udara yang terjadi pada tahun 2017 berupa penerbangan tanpa izin 

antara lain 16 kasus penerbangan yang melibatkan pesawat negara, 2 kasus 

yang melibatkan pesawat sipil, dan satu kasus yang tidak teridentifikasi. 

Sementara itu, selama tahun 2018, tercatat sebanyak 65 kasus melibatkan 

pesawat sipil, 48 kasus melibatkan pesawat negara, dan 14 kasus tidak 

teridentifikasi sehingga dapat dijumlahkan sebanyak 127 kasus pelanggaran 

yang terjadi di wilayah udara Indonesia. Lalu, sepanjang bulan Januari hingga 

Juni tahun 2019, sebanyak 165 kasus pelanggaran wilayah udara yang terjadi 

di daerah perbatasan NKRI seperti Kepulauan Riau dan wilayah perbatasan 

lainnya karena adanya permasalahan terkait dengan Flight Information 

Region (FIR) Singapura. 

Editor Berharap, buku ini tidak hanya sekedar tulisan semata, melainkan 

dapat dijadikan referensi sebagai pedoman pengambilan keputusan kebijakan 

dalam upaya memperkuat pertahanan Nirmiliter. 

 

Jakarta, Desember 2023 

Editor 
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PENDAHULUAN 

 
Negara Kesatuan Republik Indonesia mempunyai tujuan untuk 

melindungi seluruh rakyat Indonesia serta mensejahterahkan rakyat, 

mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara, dan Ikut menjaga 

ketertiban dunia. Dalam melindungi rakyat Indonesia sangat dibutuhkan 

pembangunan pertahanan negara yang dilaksanakan untuk menegakkan 

kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik 

Indonesia (NKRI), menjaga keselamatan segenap bangsa dari ancaman militer 

dan nir-militer, sesuai dengan yang dituangkan pada undang-undang Nomor 3 

Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Pertahanan negara yang dibangun 

untuk menghadapi ancaman militer adalah pertahanan militer. Dalam Buku 

Putih Pertahanan Indonesia tahun 2008, disebutkan bahwa arah dan sasaran 

pembangunan kekuatan pertahanan Indonesia adalah diarahkan untuk 

mewujudkan kekuatan dan kemampuan yang dapat mengatasi ancaman dan 

gangguan yang bersifat nyata dan mendesak (Buku Putih Pertahanan). Pada 

skala global pertahanan negara saat ini diuji dengan adanya ancaman 

terhadap kedaulatan negara yang berkembang searah terhadap kemajuan 

teknologi. Pada kondisi saat Ini teknologi pertahanan didukung oleh 

kemampuan dalam penangkalan sehingga dapat memberikan jawaban 

mengenai tuntutan dan tanggapan terhadap ancaman yang sering berubah 

dan berimplikasi terhadap pertahanan negara.  
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ILMU PERTAHANAN 

 
Ilmu pertahanan merupakan ilmu pengetahuan yang sangat luas, ilmu 

pertahanan tidak hanya membahas tentang “strategi” atau “ilmu militer” juga 
tidak hanya mempelajari penggunaan sarana angkatan bersenjata untuk 

memperjuangkan atau mempertahankan kepentingan politik suatu negara, 

tetapi lebih dari pada itu. Pertahanan merupakan ilmu yang mempelajari 

bagaimana mengelola sumber daya dan kekuatan nasional pada masa damai, 

perang, dan pada saat sesudah perang, guna menghadapi ancaman dari 

dalam dan luar negeri, baik ancaman militer maupun nonmiliter terhadap 

keutuhan wilayah, kedaulatan negara, dan keselamatan segenap bangsa 

dalam rangka mewujudkan keamanan nasional (Supriyatno, 2014). 

Makna dari uraian definisi teori pertahanan di atas, ilmu pertahanan 

membahas berbagai hal yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya 

nasional pada masa damai, mempersiapkan sumber daya manusia sejak dini 

(komponen utama, komponen cadangan dan komponen pendukung), 

bagaimana mempersiapkan dan mengerahkan warga negara mempersiapkan 

ruang atau spasial atau geografi untuk perang terutama di dalam negeri, serta 

jika perang berlangsung di luar negeri, maka bagaimana mengelola warganya 

agar tetap memiliki jiwa patriotisme. 

Dalam bukunya “Tentang Ilmu Pertahanan” Makmur Supriyatno 
menjelaskan secara jelas bahwa Pertahanan ada karena adanya ancaman, 

maka ilmu pertahanan harus mampu mencegah ancaman yang terus 

berkembang, karena ancaman terhadap suatu negara saat ini tidak hanya 
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PERTAHANAN NEGARA 

 
Pada hakikatnya sistem pertahanan Negara Indonesia adalah segala 

upaya pertahanan bersifat semesta. Sistem pertahanan tersebut lebih dikenal 

dengan Sistem Pertahanan dan Keamanan Rakyat Semesta yang lebih dikenal 

dengan Sishankamrata. Sifat kesemestaannya dimana dalam 

penyelenggaraan sistem pertahanan negara didasarkan pada kesadaran akan 

hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan pada kekuatan 

sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara 

Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Kesemestaan mengandung makna 

pelibatan seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan 

prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara sebagai satu kesatuan 

pertahanan yang utuh dan menyeluruh (Dephan: 2008). 

Pertahanan negara dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini dibawah 

Kementerian Pertahanan dan dipersiapkan secara dini dengan sistem 

pertahanan negara. Sistem Pertahanan dan Keamanan Negara yang bersifat 

semesta mempunyai ciri-ciri yaitu kerakyatan, kesemestaan, dan kewilayahan. 

Ciri kerakyatan mengandung makna bahwa orientasi pertahanan diabadikan 

oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat. Ciri kesemestaan mengandung 

makna bahwa seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya 

pertahanan. Ciri kewilayahan merupakan gelar kekuatan pertahanan yang 

tersebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai 

dengan kondisi geografi sebagai satu kesatuan pertahanan (kemhan: 2015).  

BAB  

3 



 

 

 

 

 

IMPLEMENTASI  

KEBIJAKAN INDUSTRI RADAR 

 
Implementasi kebijakan pada prinsipnya adalah cara agar sebuah 

kebijakan dapat mencapai tujuannya. Tidak lebih dan tidak kurang. Untuk 

mengimplementasikan kebijakan publik, ada dua pilihan Langkah yang ada, 

yaitu langsung mengimplementasikan dalam bentuk program-program atau 

melalui turunan kebijakan publik tersebut.  

Peter & DeLeon (2002) berpendapat bahwa pendekatan-pendekatan 

dalam implementasi kebijakan publik dapat dikelompokkan menjadi tiga 

generasi. Generasi pertama, yaitu pada tahun 1970-an, memahami 

implementasi kebijakan sebagai masalah-masalah yang terjadi di antara 

kebijakan dan eksekusinya. Ilmuwan yang mempergunakan pendekatan ini 

antara lain Graham T. Allison dengan studi kasus misil Kuba (1971,1999). Pada 

generasi ini implementasi kebijakan berimpitan dengan studi pengambilan 

keputusan di sektor publik.  

Generasi kedua, tahun 1980-an, adalah generasi yang mengembangkan 

pendekatan implementasi kebijakan yang bersifat “dari atas ke bawah” (top-

downer perspective). Perspektif ini lebih berfokus pada tugas birokrasi untuk 

melaksanakan kebijakan yang telah diputuskan secara politik. Para ilmuwan 

social yang mengembangkan pendekatan ini adalah (Sabatier & Mazmanian, 

1983), Robert Nakamura dan Frank Smallwood (1980), dan (Berman, 1980). 
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EKONOMI PERTAHANAN  

TERKAIT INDUSTRI RADAR 

 
Ekonomi pertahanan berasal dari dua kata penting yang memiliki 

maknanya masing-masing yaitu ekonomi dan pertahanan. Ada perbedaan 

konseptual yang menonjol antara ekonomi dan pertahanan. Perbedaan 

utama terletak pada sifat kedua konsep tersebut yaitu, ekonomi 

mengutamakan kedaulatan terletak pada kebutuhan manusia yang tidak 

terbatas, sedangkan karakter pertahanan adalah kedaulatan ada di tangan 

negara. Hal ini memiliki konsekuensi jika disepakati menghilangkan kegiatan 

ekonomi berarti meniadakan sifat manusia, dan jika menghilangkan aktivitas 

pertahanan berarti meniadakan kehadiran negara. Oleh karena itu perlu 

untuk menghubungkan dua karakter yang berbeda tersebut agar saling 

berkaitan erat dan saling melengkapi (Keliat, 2010). 

Ilmu ekonomi pertahanan memiliki peran strategis sebagai disiplin ilmu 

yang mempelajari berbagai fenomena sosial yang berkaitan dengan potensi 

dan pemanfaatan sumber daya nasional untuk pembangunan ekonomi dan 

pertahanan negara untuk kemakmuran sosial ekonomi dan keamanan 

nasional. Menurut Sandler dan Hartley (1995, dikutip dalam Yusgiantoro)., 

2014, hlm. 4) Menjelaskan bahwa ilmu ekonomi pertahanan menerapkan 

prinsip-prinsip ekonomi pada masalah-masalah yang berkaitan dengan 

pertahanan. Ilmu ekonomi pertahanan adalah cabang ilmu yang menerapkan 

ilmu ekonomi pada masalah pertahanan.  
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LEADING SEKTOR INDUSTRI RADAR 

 
PT LEN industri (Persero) merupakan BUMNIS (Badan Usaha Milik Negara 

Strategis) yang bergerak di sektor elektronika untuk industri. Tadinya 

perusahaan ini adalah salah satu divisi di LIPI yang kemudian dikonversi pada 

tahun 1991 menjadi institusi yang berdiri sendiri. Lokasi perusahaan ini hanya 

ada satu dan bertempat di Kota Bandung, tepatnya di Jalan Soekarno-Hatta 

Nomor 442.  

Sebagai industri pertahanan strategis, PT LEN industri (Persero) memiliki 

variasi produk yang cukup luas. Produk-produk elektronika pertahanan yang 

dihasilkan Len terbagi menjadi: 

a. System sensor, weapo control dan command (SEWACO) combat system. 

b. System radar pertahanan 

c. System surveillance dan Un-manned 

d. System defence I.T (Information Technology) dan Simulator 

e. System Alkom (Alat Komunikasi) dan Pernika (Peranti Elektronika. 

 

PT Len Industri (Persero) sebagai lead integrator industri radar nasional. 

PT Len Industri menjadi pemeran utama dalam pengembangan industri radar 

di Indonesia. Suksesnya industri radar ini membutuhkan kerja sama dan 

kolaborasi antara mitra strategis dan kegiatan litbangyasa (penulisan, 

pengembangan, dan rekayasa) dalam negeri (Rasydin, 2021). 
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PERENCANAAN PRODUKSI RADAR 

 
Agar dapat menyusun Grand Design Kemandirian Industri Pertahanan 

dalam Pemenuhan Alpalhankam secara tepat, maka perlu dipetakan dahulu 

apa sebenarnya yang menjadi tantangan atau masalah yang dihadapi selama 

ini untuk kemudian dirumuskan solusinya berupa arah kebijakan dan strategi 

yang tepat. Untuk memandang secara holistik permasalahan yang dihadapi, 

maka perlu melibatkan 3 pilar dalam pencapaian kemandirian Industri 

Pertahanan, yakni pemerintah, pengguna dan Industri Pertahanan. Kemudian, 

agar dapat lebih fokus dan sistematis, maka ketiga pilar ini dijabarkan ke 

dalam 4 aspek yang saling terkait. Dengan demikian, pemetaan masalah 

menjadi lebih jelas dan arah kebijakan dan strategi yang akan dirumuskan 

juga menjadi lebih tepat sasaran. Ke empat aspek tersebut antara lain adalah 

aspek regulasi dan kebijakan, aspek pengguna, aspek penguasaan teknologi, 

dan aspek kapabilitas Industri Pertahanan. 

Konsolidasi BUMN industri pertahanan memegang peranan penting 

dalam pencapaian visi Presiden RI yang diturunkan dalam Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Disebutkan 

dalam RPJMN 2020-2024 ada 3 poin yang wajib direalisasikan dalam 

penguatan kemampuan pertahanan. Pertama, 100% essential force yang siap 

secara operasional pada tahun 2024. Kedua, kesiapan alpahankam utama. 

Ketiga, meningkatkan kemampuan BUMN Indhan untuk mendukung 

alpahankam. Presiden juga telah menyetujui rencana pembentukan holding 

BUMN Indhan dalam Rapat Terbatas (Ratas) kabinet tanggal 13 April 2021. 
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FAKTOR PENDUKUNG DAN PENGHAMBAT 

 
Agar dapat menyusun Grand Design Kemandirian Industri Pertahanan 

dalam Pemenuhan Alpalhankam secara tepat, maka perlu dipetakan dahulu 

apa sebenarnya yang menjadi tantangan atau masalah yang dihadapi selama 

ini untuk kemudian dirumuskan solusinya berupa arah kebijakan dan strategi 

yang tepat.  

1. Faktor Pendukung 

a. Faktor Eksternal 

Meskipun menghadapi beberapa tantangan yang cukup berat, Indonesia 

masih memiliki peluang yang cukup baik dalam membangun industri 

pertahanan, dengan dukungan penuh oleh pemerintah untuk mengejar 

ketinggalan dan menyusul negara-negara lain yang telah lebih maju. 

Pengembangan industri alutsista pada saat ini menuntut adanya perbaikan 

terhadap implementasi manajemen produksi yang inovatif dan relevan. 

Permintaan pasar luar negeri juga bergantung kepada perkembangan 

lingkungan strategis, dan pendekatan antar negara, sebab pasar luar negeri 

dibatasi oleh undang-undang untuk melakukan ekspansi penjualan ke luar 

negeri. Untuk memelihara stabilitas industri, perusahaan perlu memberikan 

perhatian untuk melakukan usaha terus menerus, perusahaan perlu 

menyusun scenario industri, yang disusun atas dasar sejumlah asumsi yang 

layak mengenai berbagai ketidakpastian penting yang dapat mempengaruhi 

struktur industri, beserta semua faktor pentingnya terhadap upaya 
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PENUTUP 

 
Industri Radar Indonesia mendunia dapat diwujudkan diawali dengan 

penandatanganan kerja sama pengadaan 25 unit radar yang dilakukan oleh 

PT LEN Industri (Persero) yang merupakan perusahaan induk dari Holding 

BUMN Industri Pertahanan yang bernama Defend ID dengan Kementerian 

Pertahanan (Kemenhan) dan antara PT LEN Industri (Persero) dengan Thales 

perusahaan asal Perancis merupakan bentuk pengimplementasian 

perencanaan kebijakan PT LEN Industri (Persero) dalam produksi radar. 

Penandatanganan Kerjasama tersebut dilakukan pada tahun 2021 dan akan 

segera dilaksanakan. Kerjasama ini sangat positif untuk meningkatkan 

kemampuan industri pertahanan dalam negeri. Pengembangan pusat industri 

radar nasional bertujuan untuk pemenuhan kebutuhan pasar domestik dan 

regional, menjaga keamanan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia 

serta penguasaan dan kemandirian teknologi sehingga dapat menggerakkan 

perekonomian Indonesia. Pembangunan Industry Radar Nasional dapat 

meningkatkan Gross Domestic Product dan pertumbuhan perekonomian 

dengan mengurangi impor, menumbuhkan investasi dan orientasi ekspor 

kedepannya, dapat bersaing dengan produk luar, menciptakan tenaga kerja 

dan tentunya meningkatkan kemandirian teknologi dalam negeri. 

Faktor Pendukung dan Penghambat perencanaan kebijakan PT LEN dalam 

produksi radar guna meningkatkan pendapatan negara. Sebagai faktor 

pendukung yang utama adalah tingkat kebutuhan yang tinggi terhadap 

kebutuhan Alpalhankam dalam negeri yang sampai saat ini masih sangat 
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